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Pertanyaan : 

 Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih 

perlu di revisi dengan UU SDA yang baru? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non teknis ! 

 

Jawab : 

 Pengelolaan SDA masih perlu revisi dengan dibuatnya UU yang baru. 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya 

peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna 

Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut 

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai 

pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang 

dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan 

Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam 

sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air 

lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan 

mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok 

minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga 

memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau 

yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan 

kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis 



kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha 

milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber 

kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang 

lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti 

siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah 

sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap 

wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh 

dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. 

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah 

Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai 

keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi 

para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan 

Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola 

Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang 

terkait. 

 

Penjelasan : 

Secara teknis bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya 

Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat 

banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai 

pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu elemen kehidupan 

dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu 

dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara 

selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan 

antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari 



sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang 

banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran 

rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2019 tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. 

Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan Atas Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan 

pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dan dinyatakan tidak berlaku. 

  

Secara non teknik bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah: 

a. Bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

b. Bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting 

dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk 

dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air 

perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi 

secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, 

antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; 

d. Bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan 

dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya 

air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu 

diganti; 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
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e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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KAJIAN TEKNIS 
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1.  Pengelolaan Sumber Daya Air  
2.  Hak atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia  
3.  Air Sebagai Barang Publik dan Barang Ekonomi 
4.  Hak Menguasai Negara atas Air dalam Konstitusi  
 
 



Pengelolaan Sumber Daya Air  

 

Prinsip Pokok Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu  : 
Konservasi 
Pendayagunaan Sumber Daya Air 
Pengendalian Daya Rusak Air 
Sistem Informasi Sumber Daya Air 



Hak atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia  
Tiga Tugas utama Negara bagi tercapainya hak atas air : 
 menghargai (respect) 
 Melindungi (protect)  
 Memenuhi (fulfill) 

 
Indikator pemenuhan kewajiban negara akan hak air : 
 Ketersediaan (availability) 
  Kualitas (quality ) 
 Keterjangkauan (accessibility ) 
 
 
 

 
 

 
 



Air sebagai Barang Publik : 
  Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam jumlah cukup bagi setiap orang.  
 Air yang digunakan sebagai irigasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk menurunkan biaya 

pangan bagi orang miskin, dan pada kondisi tertentu, harus disubsidi.  
 Air memenuhi kebutuhan ekologi, lingkungan,dan kebutuhan estetika, sehingga tidak 

seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain hanya karena didasarkan atas kemauan 
membayar (willingness to pay ) 

 
 
Air sebagai Barang Ekonomi  : 
air sebagai barang ekonomi dalam arti “private goods” dimana air diperlakukan sama seperti 
barang lainnya . 
Meletakkan air sebagai benda ekonomi, disamping kedudukannya sebagai public goods adalah 
suatu fakta yang tidak bisa ditolak keberadaannya  

Air Sebagai Barang Publik dan Barang Ekonomi  



Pengaturan mengenai hak menguasai air dalam konstitusi masuk ke 
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  

Hak Menguasai Negara atas Air dalam Konstitusi  



Terima Kasih 



Pengelolaan SDA Terpadu  (MTS271314)  

Dosen Pengasuh  :  Assoc. Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc. PU-SDA  

Putri Indah Sary ( 192710029 ) 

Topik : Undang-undang SDA Nomor 17 tahun 2019 
 

Soal : 

Bagaimana tanggapan saudara tentang pengembangan Sumber Daya Air Terpadu dikaitkan dengan 

Undang-undang No.17 tahun 2019. 

 

Jawab : 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ditetapkan untuk 

menggantikan undang-undang sebelumnya (UU No. 7 th. 2004) yang dtelah dibatalkan oleh MK pada 

tahun 2005. Merujuk pada hal tersebut diatas sudah sangat tepatlah kehadiran Negara dengan segenap 

sumber dayanya menetapkan seluruh pengelolaan dalam rangka penggunaan sekaligus pengembangan 

sumber daya air secara terpadu yang merupakan hal penting dalam siklus pengelolaan air yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945 ayat 3 yang secara tegas 

menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu negara harus menjamin hak 

rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan 

bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya serta 

terjangkau. 

 

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan 

air pada sisi lainnya, akan menimbulkan persaingan antar pengguna yang berdampak pada 

menguatnya nilai ekonomi air tersebut. Kondisi tersebut berpotensi besar akan menimbulkan konflik 

kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air itu 

sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan yang dapat memberikan perlindugan terhadap 

kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. 

Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian 

rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air 

lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, 

termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di 

samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada 

pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air di wilayahnya. Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat 



ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis 

kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di 

bidang Pengelolaan Sumber Daya Air 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan 

mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air 

mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga 

menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut 

menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis 

Wilayah sungai. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah 

Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 

didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya 

Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai 

yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan 

dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi 

yang terkait. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk 

Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air 

yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar 

dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana 

kegiatan setiap instansi yang terkait. Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber 

Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk 

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau 

ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus 

dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan 

Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin 

penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah 

kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. 

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus 

dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air 

yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang 

izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. 

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak 

sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk 

mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan 

Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.   

Pengelolaan sumberdaya air memiliki kompleksitas tersendiri, yang disebabkan oleh faktor-

faktor yang ada saling memengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh faktor kebijakan yang diambil 



oleh Pemerintah untuk meningkatkan faktor pendapatan melalui sektor industri dan perdagangan, akan 

berdampak pada meningkatnya beban polutan dari limbah industri. Kebijakan tersebut telah dilengkapi 

dengan produk-produk hukum guna menangkis dampak negatif yang akan timbul. Faktor pendidikan 

akan berkaitan erat dengan faktor tingkat sosial ekonomi masyarakat dan keduanya bersama-sama 

dapat memengaruhi keberadaan sumberdaya air. Pendidikan akan memengaruhi pola pikir masyarakat 

dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Sementara faktor sosial ekonomi masyarakat disinyalir 

berkaitan erat dengan penyediaan sarana sanitasi. 

Demikian tugas UTS ini dibuat atas bimbingan yang diberikan, dari hati yang paling tulus 

diucapkan ribuan terima kasih. 
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Pengelolaan Sumber Daya Air  

 

Prinsip Pokok Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu  : 
Konservasi 
Pendayagunaan Sumber Daya Air 
Pengendalian Daya Rusak Air 
Sistem Informasi Sumber Daya Air 



Hak atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia  
Tiga Tugas utama Negara bagi tercapainya hak atas air : 
 menghargai (respect) 
 Melindungi (protect)  
 Memenuhi (fulfill) 

 
Indikator pemenuhan kewajiban negara akan hak air : 
 Ketersediaan (availability) 
  Kualitas (quality ) 
 Keterjangkauan (accessibility ) 
 
 
 

 
 

 
 



Air sebagai Barang Publik : 
  Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam jumlah cukup bagi setiap orang.  
 Air yang digunakan sebagai irigasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk menurunkan biaya 

pangan bagi orang miskin, dan pada kondisi tertentu, harus disubsidi.  
 Air memenuhi kebutuhan ekologi, lingkungan,dan kebutuhan estetika, sehingga tidak 

seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain hanya karena didasarkan atas kemauan 
membayar (willingness to pay ) 

 
 
Air sebagai Barang Ekonomi  : 
air sebagai barang ekonomi dalam arti “private goods” dimana air diperlakukan sama seperti 
barang lainnya . 
Meletakkan air sebagai benda ekonomi, disamping kedudukannya sebagai public goods adalah 
suatu fakta yang tidak bisa ditolak keberadaannya  

Air Sebagai Barang Publik dan Barang Ekonomi  



Pengaturan mengenai hak menguasai air dalam konstitusi masuk ke 
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  

Hak Menguasai Negara atas Air dalam Konstitusi  



Terima Kasih 
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Soal : 

Bagaimana tanggapan saudara tentang pengembangan Sumber Daya Air Terpadu dikaitkan 

dengan Undang-undang No.17 tahun 2019. 

 

Jawab : 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ditetapkan untuk 

menggantikan undang-undang sebelumnya (UU No. 7 th. 2004) yang dtelah dibatalkan oleh 

MK pada tahun 2005. Merujuk pada hal tersebut diatas sudah sangat tepatlah kehadiran 

Negara dengan segenap sumber dayanya menetapkan seluruh pengelolaan dalam rangka 

penggunaan sekaligus pengembangan sumber daya air secara terpadu yang merupakan hal 

penting dalam siklus pengelolaan air yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai 

dengan amanat UUD 1945 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu negara harus menjamin hak rakyat atas air 

guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih 

dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya serta 

terjangkau. 

 

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan 

kebutuhan air pada sisi lainnya, akan menimbulkan persaingan antar pengguna yang 

berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air tersebut. Kondisi tersebut berpotensi besar 

akan menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang 

terkait dengan sumber daya air itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan yang 

dapat memberikan perlindugan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air 

untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem 

irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola 

Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 

atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan 

Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama 

lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong 

prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di 



wilayahnya. Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan 

kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis 

kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik 

daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat 

dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah 

administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan 

kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata 

dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air 

dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. Berdasarkan 

hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya Air 

oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan 

pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya 

Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu 

wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan 

antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun 

secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana 

induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian 

Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana 

tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang 

dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. Pada dasarnya 

penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian 

rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan 

usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan 

kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan 

berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan 

Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan 

izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan 

cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar 

sistem irigasi yang sudah ada. Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan 

Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan 

Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin 

merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak 

bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. 



Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali 

tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan 

koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk 

merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.   

Pengelolaan sumberdaya air memiliki kompleksitas tersendiri, yang disebabkan oleh 

faktor-faktor yang ada saling memengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh faktor kebijakan 

yang diambil oleh Pemerintah untuk meningkatkan faktor pendapatan melalui sektor industri 

dan perdagangan, akan berdampak pada meningkatnya beban polutan dari limbah industri. 

Kebijakan tersebut telah dilengkapi dengan produk-produk hukum guna menangkis dampak 

negatif yang akan timbul. Faktor pendidikan akan berkaitan erat dengan faktor tingkat sosial 

ekonomi masyarakat dan keduanya bersama-sama dapat memengaruhi keberadaan 

sumberdaya air. Pendidikan akan memengaruhi pola pikir masyarakat dalam meningkatkan 

kesadaran lingkungan. Sementara faktor sosial ekonomi masyarakat disinyalir berkaitan erat 

dengan penyediaan sarana sanitasi. 

Demikian tugas UTS ini dibuat atas bimbingan yang diberikan, dari hati yang paling 

tulus diucapkan ribuan terima kasih. 
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U T S 

 

 

Pertanyaan : 

 Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih 

perlu di revisi dengan UU SDA yang baru? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non teknis ! 

 

Jawab : 

 Pengelolaan SDA masih perlu revisi dengan dibuatnya UU yang baru. 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya 

peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna 

Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut 

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai 

pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang 

dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan 

Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam 

sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air 

lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan 

mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok 

minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga 

memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau 

yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan 

kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis 



kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha 

milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber 

kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang 

lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti 

siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah 

sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap 

wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh 

dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. 

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah 

Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai 

keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi 

para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan 

Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola 

Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang 

terkait. 

 

Penjelasan : 

Secara teknis bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya 

Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat 

banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai 

pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu elemen kehidupan 

dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu 

dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara 

selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan 

antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari 



sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang 

banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran 

rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2019 tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. 

Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan Atas Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan 

pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dan dinyatakan tidak berlaku. 

  

Secara non teknik bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah: 

a. Bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

b. Bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting 

dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk 

dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air 

perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi 

secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, 

antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; 

d. Bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan 

dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya 

air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu 

diganti; 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah


e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
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Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih perlu di 
revisi dengan UU SDA yang baru ? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non-teknis  
 

Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak 
memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali 
setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur 
secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan 
dan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu 
elemen kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa 
dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan 
kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan 
memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk 
mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna 
memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air 
merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai 
oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden Joko 
Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 
tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo 
Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan 
ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. 
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 
diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6405. 

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 
adalah: 

a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

b. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi 
sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 



 
c. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung 

menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola 
dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras 
untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi 
guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; 

d. bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum 
dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai 
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air; 

Dasar Hukum 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 
18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Penjelasan Umum UU Sumber Daya Air 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan 
kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang 
berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 
konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan 
Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan 
terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi 
pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas 
utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya 
Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi 
masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan 
Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk 
membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan 
partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam 
mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada 
Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit 
pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan 
mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. 
Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada 
suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan 
setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh 
dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. 



 
Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber 
Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan 
Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan 
dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip 
keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 
tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana 
induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian 
Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana 
tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang 
dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. 

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 
dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan 
untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus 
dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. 
Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan 
berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila 
dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian 
rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. 

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan 
usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 
usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang 
dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin 
untuk menguasai Sumber Daya Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan 
memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak 
meniadakan hak rakyat atas Air; (b) pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) 
kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan 
pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian lzin Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan 
ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi 
dan masih terdapat ketersediaan Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan 
kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan 
kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian 
lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu 
dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha 
yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan usaha dari pemerintah. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan 
Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku 
produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti 
perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik 



 
tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air 
untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi 
bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk 
penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota 
Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana 
prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha 
pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air. 

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima 
manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya 
pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi 
pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha. 

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak 
sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi 
untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan 
kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis. 

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan 
kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu 
dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. 
Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang 
berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai. 

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan 
dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan. 

Isu-Isu seputar UU Sumber Daya Air 

Tak dapat dipungkiri bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital bagi 
semua negara di dunia ini. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap harinya tidak 
terlepas dari peranan air. Oleh karena itu negara melihat air sebagai objek strategis yang 
perlu dikelola dengan baik. Negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku 
menjadi landasan pengelolaan air. 

Bagaimana kondisi & pengelolaan air di Indonesia, apakah bermasalah? Indonesia memang 
bisa dibilang sudah darurat air. Lho, kok bisa? Mari kita telusuri bersama. 

Indonesia adalah negara kepulauan yang dianugerahi sumber daya alam yang 
berlimpah. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2016, ketersediaan air di 
Indonesia setiap tahunnya mencapai 690 miliar meter kubik (m3). 

Jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan air orang Indonesia yang hanya 175 miliar meter 
kubik (m3). Namun kapasitas penampungan air Indonesia terus mengalami penurunan sejak 
1945-2014. 

Hingga saat ini, kapasitas reservoir air Indonesia mencapai 12,56 miliar m3 atau setara 
dengan 52,55 m3 per kapita. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan negara-negara 
kawasan Asia lainnya. 

 



 

 

Sumber : Asian Development Bank 

 

Selain kapasitas penampungan air yang terus menurun, kualitas perairan di Indonesia juga 
sangat mengkhawatirkan. Menurut studi yang sama yang dilakukan ADB, kualitas air di sungai 
& danau Indonesia bahkan tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum. 

Lebih dari setengah sampel air sungai yang dicuplik mengindikasikan tidak masuk kualitas air 
kelas II. Sebagai tambahan informasi, kualitas air golongan II dapat digunakan untuk berbagai 
aktivitas seperti rekreasi, irigasi, pembudidayaan ikan air tawar dan peternakan menurut PP 
No. 82 Tahun 2001. 

Dari 44 sungai besar di Indonesia, hanya 4 sungai yang kualitas airnya memenuhi baku mutu 
air kelas II. Hasil yang tak jauh beda juga dijumpai di air danau. Dari 15 danau terbesar di 
Indonesia yang di sampling, hampir semua menyandang status tercemar parah 
(hipereutrofikasi). 

Tercemarnya perairan di Indonesia diakibatkan oleh beberapa polutan seperti limbah cair 
domestik rumah tangga, sanitasi yang buruk, industri, pertambangan, agrikultur, perikanan, 
limbah padat hingga limbah berupa logam. 

Untuk diketahui bahwa lebih dari 110 juta orang yang tinggal di perkotaan, hanya 1% dari 
limbah cair yang berhasil dikumpulkan dan mendapatkan treatment yang sesuai, sedangkan 
limbah cair dari 130 juta rumah tangga di pedesaan bahkan tidak dikumpulkan dan ditangani 
dengan baik. 

Akibatnya pencemaran tidak hanya terjadi di sungai dan danau tetapi juga sampai ke air 
tanah. Hampir seluruh air tanah yang dangkal di kota-kota besar di Pulau Jawa telah tercemar. 

Yang juga tak kalah menyedihkan adalah 45% air tanah di Jakarta telah terkontaminasi fecal 
coliform dan 80% tercemar bakteri E.coli. Untuk diketahui bersama kedua jenis bakteri 
tersebut merupakan bakteri penyebab disentri, tifus, hepatitis dan berbagai penyakit lainnya.  

Hal tersebut sudah menjadi cukup gambaran bahwa pengelolaan SDA di Indonesia masih 
buruk. Pengelolaan SDA yang tidak baik memiliki dampak ekonomis serius bagi 
perekonomian suatu negara. Beberapa dampak negatif akibat tidak terkelolanya SDA dengan 
baik antara lain : 

 Peningkatan biaya kesehatan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air yang 
digunakan sebagai air minum, air untuk budidaya perikanan maupun peternakan 



 
 Penurunan estetika wilayah rekreasi dan pariwisata yang dapat berdampak pada 

berkurangnya pendapatan daerah maupun nasional 

 Penurunan biodiversitas yang dapat menyebabkan ekosistem terganggu, hingga 

 Berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur 
dan real estate di dekat wilayah permukaan air 

Sejauh ini, konsumsi air paling banyak masih di Pulau Jawa. Maklum saja Pulau Jawa masih 
jadi pulau terpadat di Indonesia. Di Jawa, penggunaan air selain untuk kebutuhan sehari hari 
seperti minum, memasak serta mandi, cuci & kakus (MCK), porsi air yang terbesar digunakan 
untuk pengairan atau irigasi hampir 70%. Sementara 9% diserap untuk kebutuhan domestik, 
perkotaan serta perindustrian. 

Jadi bayangkan saja jika jumlah air dengan kondisi layak yang kita butuhkan terus menurun 
dan tercemar, tentu dampaknya sistemik dan lagi-lagi akan berdampak negatif ke 
perekonomian. 

Di tahun-tahun mendatang, permintaan air di Indonesia akan semakin meningkat seiring 
dengan bertambahnya jumlah populasi, laju urbanisasi yang tinggi serta permintaan untuk 
sektor industri serta energi. 

Karena adanya urbanisasi, maka pertumbuhan populasi akan terkonsentrasi di daerah 
perkotaan sehingga permintaan air di daerah perkotaan akan naik sementara permintaan di 
pedesaan menurun. Permintaan air di wilayah perkotaan diprediksi naik dari 205 m3/s pada 
2015 menjadi 283 m3/s pada 2030. Sementara itu, permintaan air di pedesaan turun dari 100 
m3/s menjadi 86 m3/s. 

 

Sumber : Asian Development Bank 

 
Struktur ekonomi Indonesia juga telah berubah, dari yang ditopang oleh sektor pertanian mulai 
bergeser ke manufaktur dan jasa. Pergeseran ini juga mengakibatkan peningkatan 
permintaan air untuk sektor industri. ADB memperkirakan jumlah permintaan air di tahun 2030 



 
dua kali lipat dari 2013. Pada tahun 2020 permintaan air untuk industri berkisar di 20,1 m3/s 
dan pada 2030 naik jadi 28,7 m3/s. 

 

Sumber : Asian Development Bank 

 
Air yang memiliki energi potensial dan kinetik secara fisika adalah kandidat kuatnya, sehingga 
permintaan air dan proporsi air untuk sektor energi dan pembangkit listrik akan terus 
meningkat. ADB memperkirakan permintaan air untuk pembangkit listrik akan meningkat 
hampir 88% di tahun 2030 dibanding tahun 2020. 

 

Sumber : Asian Development Bank 

Dengan melihat kenyataan tersebut artinya praktik pengelolaan air di Indonesia hingga saat 
ini bisa dibilang belum sustainable. Peningkatan permintaan air yang semakin tinggi ke 
depannya artinya membutuhkan tidak hanya jumlah air yang mencukupi tapi juga kualitas air 
karena untuk tiap kebutuhan pastinya akan berbeda-beda jenis, kualitas serta kuantitas air 
yang dibutuhkan. 

Hingga saat ini praktik pengelolaan air di Indonesia yang belum berkelanjutan menyebabkan 
Indonesia terpapar risiko yang cukup besar di masa yang akan datang akibat adanya isu 
pemanasan global serta perubahan iklim yang jadi biang kerok langkanya pasokan air global. 



 
Menurut studi yang dilakukan oleh World Resource Institute (WRI), menyatakan bahwa 
Indonesia termasuk negara yang berisiko menengah ke tinggi akibat adanya krisis air. 
Sementara banyak negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Qatar, Lebanon, 
Libya, Kuwait & Arab Saudi menjadi negara yang paling berisiko akibat berkurangnya pasokan 
air. 

Jadi kalau Indonesia masih mengalami penurunan kapasitas penampungan air serta 
degradasi kualitas air bisa dipastikan risiko Indonesia mengalami krisis air akan menjadi 
semakin tinggi dan bukan tidak mungkin air akan jadi barang yang langka dan harganya 
sangat mahal. 

Dengan adanya pengesahan UU SDA diharapkan jadi momentum agar Indonesia bisa lebih 
baik dalam mengelola salah satu aset paling berharganya. Ini bukan cuma masalah 
pemerintahnya saja, pelaku industri atau masyarakat. 

Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mengubah pola pikir dalam melihat air sebagai 
komoditas yang murah menjadi objek vital dan strategis  yang perlu dikelola dengan baik agar 
memberikan dampak optimal bagi perekonomian yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama : Syafrizal 
Nim : 192710005 
Mata Kuliah : Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) 
Dosen : Dr.Ir.H. Achmad Syarifudin, M.Sc 

Angkatan 3 Program Pasca Sarjana Teknik Sipil 
Universitas Bina Darma 

Ujian Tengah Semester 
 
Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih perlu di 
revisi dengan UU SDA yang baru ? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non-teknis 

Jawaban : 

Pengelolaan SDA secara Terpadu masih perlu di revisi dengan dibuat Undang-Undang SDA 
yang baru. 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan 
kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang 
berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 
konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan 
Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan 
terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi 
pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas 
utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber 
Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air 
bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan 
Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama 
lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong 
prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di 
wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam 
mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada 
Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit 
pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan 
mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. 
Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca 
pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap 
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waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan 
secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. 

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah 
Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan 
pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku 
kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 
dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber 
Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana 
induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian 
Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana 
tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang 
dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. 

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 
dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan 
untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus 
dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. 
Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan 
berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila 
dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian 
rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. 

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan 
usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 
usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang 
dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin 
untuk menguasai Sumber Daya Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan 
memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak 
meniadakan hak rakyat atas Air; (b) pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) 
kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan 
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pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian lzin Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu 
dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e 
dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan 
kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan 
kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian 
lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu 
dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha 
yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan usaha dari pemerintah. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan 
Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku 
produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti 
perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik 
tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air 
untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil 
eksplorasi bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak 
termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai 
dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan 
bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air. 

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima 
manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya 
pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi 
pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan 
usaha. 

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak 
sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan 



Nama : Syafrizal 
Nim : 192710005 
Mata Kuliah : Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) 
Dosen : Dr.Ir.H. Achmad Syarifudin, M.Sc 

Angkatan 3 Program Pasca Sarjana Teknik Sipil 
Universitas Bina Darma 

Ujian Tengah Semester 
 
koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk 
merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis. 

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam 
penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, 
koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai 
kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga 
permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai. 

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang 
berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan. 

 

Penjabaran : 

Secara Teknis  

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak 
memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali 
setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat 
mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air 
adalah salah satu elemen kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan 
bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung 
menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola 
dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk 
mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna 
memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air 
merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai 
oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden Joko 
Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 
tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo 
Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 
tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 
tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6405. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dan dinyatakan tidak berlaku. 

  

Secara Non-Teknis  

Bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 
tentang Sumber Daya Air adalah: 

a. Bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh 
Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

b. Bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi 
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara 
untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 
cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya 
air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan 
ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan 
antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat 
atas air; 

d. Bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 
tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak 
kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai 
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pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
hukum masyarakat sehingga perlu diganti; 

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya 
Air. 

 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 
18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
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Pengembangan SDA secara terpadu menurut Undang Undang apakah sudah cukup baik atau perlu 

direvisi dengan Undang Undang yang baru jelaskan secara teknis dan non teknis 

 

 Secara teknis  pengelolaan sumber daya air secara terpadu sudah di akomodir  secara 

lengkap dan jelas pada pasal 21,  22 dan 23 serta pasal 38,39,40 dan 41  

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 21 

1. Sumber Daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan 

serta diwujudkan secara selaras. 

2. Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 

Pasal 22 

1. Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan 

keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air 

Permukaan. 

2. Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah Sungai sebagaimana drmaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memperhatikan: 

a. Daerah Aliran Sungai secara alamiah; 

b. karakteristik fungsi Sumber Air; 

c. daya dukung Sumber Daya Air; 

d. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan terkait; 

e. kemampuan pendanaan; 

f. perubahan iklim; 

g. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 

h. pengembangan teknologi; dan 

i. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya. 

3. Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 

yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan. 

4. Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wilayah Sungai lintas negara, 

Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai strategis nasional, Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/kota, dan Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Wilayah Sungai diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

6. Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 23 

1. Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan 

hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan 

Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. 



Bagian Kelima 

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 38 

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi: 

a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; 

b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; 

c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan 

d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Paragraf 2 

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pasal 39 

1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menJrusun Pola 

Pengelolaan Sumber Daya Air untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. 

2. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan 

Wilayah Sungai dengan prinsip keterpaduan antarsektor dan antarwilayah serta keterkaitan 

penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah. 

3. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut 

dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan Pengelolaan Sumber 

Daya Air jangka panjang. 

4. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan 

penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program kementerian atau lembaga 

pemerintah nonkementerian yang terkait. 

5. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, 

peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah. 

6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan 

dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan 

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. 

7. Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konstruksi 

Prasarana Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta kegiatan Operasi dan Pemeliharaan 

Sumber Daya Air. 

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air, program Pengelolaan Sumber Daya Air, dan rencana kegiatan 

Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 3 

Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air 

dan Pelaksanaan Nonkonstruksi 

Pasal 40 

1. Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

program dan rencana kegiatan. 



2. Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. 

3. Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan 

konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri 

berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

4. Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan 

dengan: 

a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria; 

b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan 

c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan 

nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air. 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 4 

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 

Pasal 41 

1. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas pemeliharaan Sumber Air 

serta operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air. 

2. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi 

serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya. 

3. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran serta 

masyarakat. 

4. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang dibangun oleh Setiap 

Orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang 

membangun. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Non teknis   

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan 

Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak 

pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. 

Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh 

karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian 

rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan 

Air lainnya. 



Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk 

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-

Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau 

yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta 

mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber 

Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang 

dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke 

tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus 

hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan 

ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan 

Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. 

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya Air oleh 

Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan 

Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan 

bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan 

Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan 

Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. 

Jadi pengelolaan SDA secara terpadu berdasarkan UU No 17 tahun 2019 tidak perlu durevisi lagi 

karena UU no 19 merupakan UU terbaru yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 

menggantikan 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65,  
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Pertanyaan : 

 Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih 

perlu di revisi dengan UU SDA yang baru? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non teknis ! 

 

Jawab : 

 Pengelolaan SDA masih perlu revisi dengan dibuatnya UU yang baru. 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya 

peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna 

Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut 

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai 

pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang 

dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan 

Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam 

sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air 

lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan 

mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok 

minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga 

memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau 

yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan 

kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis 



kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha 

milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber 

kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang 

lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti 

siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah 

sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap 

wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh 

dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. 

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah 

Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai 

keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi 

para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan 

Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola 

Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang 

terkait. 

 

Penjelasan : 

Secara teknis bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya 

Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat 

banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai 

pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu elemen kehidupan 

dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu 

dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara 

selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan 

antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari 



sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang 

banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran 

rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2019 tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. 

Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan Atas Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan 

pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dan dinyatakan tidak berlaku.  

  

Secara non teknik bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah: 

a. Bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

b. Bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting 

dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk 

dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air 

perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi 

secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, 

antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; 

d. Bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan 

dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya 

air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu 

diganti; 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah


e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
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Keterpaduan dan Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air di 

Indonesia 
 
 

 

I. Pendahuluan 
 

Ada tiga fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan dengan pengelolaan 

sumberdaya air di Indonesia. Pertama, adalah permintaan terhadap air dari berbagai sector 

kehidupan cenderung semakin meningkat. Perkembangan permukiman di wilayah perkotaan, 

perkembangan industri, pertambangan, dan peningkatan permintaan terhadap energi listrik 

telah  meningkatkan  permintaan  terhadap  air.  Peningkatan  permintaan  ini  pada  sejumlah 

daerah telah menimbulkan “kelangkaan” sehingga timbul kompetisi dan konflik dalam 

pengaloksian  terutama  diantara  penggunaan  untuk  pertanian  (sebagai  sector  pengguna 

terbesar) dengan sector non pertanian. 

Kedua, penurunan kondisi sumberdaya air itu sendiri. Peningkatan permintaan dan 

terjadinya kelangkaan air diikuti pula oleh penurunan kondisi sumberdaya air dalam bentuk 

kerusakan  daerah  tengkapan  dan  pencemaran  air  sehingga  terjadi  kekeringan  dimusim 

kemarau dan kebanjiran dimusim hujan. 

Ketiga,  “krisis”  pengelolaan   yang  ditandai  oleh  “keidak  mampuan”  kerangka 

kebijakan,  kerangka  hukum,  kerangka  kelembagaan,  dan  kapasitas  sumberdaya  manusia, 

dalam menyikapi fenomena pertama dan kedua diatas. 

Ketiga fenomena tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kompleksitas pengelolaan 

sumberdaya air sehingga diperlukan adanya keterpaduan dalam pengelolaan dan pembaharuan 

kebijakan. Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya pembaharuan 

kebijakan pengelolaan sumberdaya air. Makalah ini mencoba menyilau aspek keterpaduan 

dalam kebijakan baru, terutama dalam rancangan undang-undang (RUU) sumeberdaya air 

yang sudah dipersiapkan. Pada bagian awal dari makalah ini akan disajikan pengertian dan 

prinsip-prinsip pengelolaan terpada sumberdaya air (integrated water resources management – 

IWRM) . 
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II. Pembahasan 
 

1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (IWRM) 

Pengelolaan  sumber daya  air  secara    terpadu  adalah  suatu  proses  yang 

mengedepankan pembangunan   dan   pengelolaan    sumberdaya   terkait    lainnya    secara 

terkoordinasi   dalam  rangka 

memaksimalkan resultan ekonomi  dan kesejahteraan  sosial secara adil tanpa mengorbankan 

kelanjutan (sustainability) ekosistem yang vital. 

Prinsip-prinsip pengelolaan air secara terpadu ini dikembangkan sebagai respon 

terhadap  pola  pengelolaan  sumberdaya  air  yang  diterapkan  selama  ini  yang  cenderung 

terpisah-pisah sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti banjir, intrusi air laut karena 

pengambilan air tanah yang berlebihan, pencemaran, dan sebagainya. Keterpaduan ini 

mencakup dua komponen besar, yaitu keterpaduan pada system alam dan keterpaduan pada 

sistem manusia. 

Pada   komponen   system   alam   (natural   system),   setidaknya   ada   enam   aspek 

keterpaduan yang diperlukan, yaitu: 

1)  Keterpaduan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan air diantaranya daerah hulu dan 

hilir; 

2) Keterpaduan diantara pengelolaan kuantitas dan kualitas; 
 

3) Keterpaduan diantara pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah; 
 

4)  Keterpaduan diantara penggunaan lahan dan pengelolaan air (berkaitan dengan siklus 

hidrologi); 

5)  Keterpaduan   diantara   pengelolaan   “green   water”   (air   yang   digunakan   untuk 

 evapotranspirasi) dan “blue water” (air yang mengalir di sungai atau air di akuifer); 
 

6) Keterpaduan diantara pengelolaan air tawar dengan pengelolaan daerah pantai. 
 

Pada komponen system manusia (human system) setidaknya ada empat aspek 

keterpaduan yang diperlukan, yaitu: 

1) Keterpaduan antara sector dalam pembuatan kebijakan nasional (cross-sectorral integration 

in national policy development). Kebijakan sumberdaya air perlulah terintregasi baik 

dengan  kebijakan  pembangunan  ekonomi,  sosial,  maupun  kebijakan   pembangunan 

sektoral.  Sebaliknya  kebijakan  ekonomi  dan social  perlulah  memperhitungkan 

implikasinya terhadap sumberdaya air; 

2) Keterpaduan semua stakeholders dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, 

Keterpaduan dalam aspek ini merupakan elemen kunci dalam menciptakan keseimbangan 



3  

dan keberlanjutan penggunaan air. Realitasnya adalah bahwa masing-masing stakeholders 

mempunyai kepentingan yang berbeda dan sering bertentangan (konflik) satu sama lain; 

3) Keterpaduan diantara pengelolaan air dan air limbah. Aspek penting disini adalah 

bagaimana air limbah bias menjadi penambahan yang bermanfaat terhadap aliran air atau 

suplai air. Tanpa pengelolaan yang terkoordinasi aliran air kimbah akan mencemari air 

tawar dan mengurangi suplai efektif yang tersedia. 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu (IWRM) ada 

tiga kriteria utama yang dijadikan acuan, yaitu: 

1) Efisiensi  ekonomi.  Dengan  meningkatnya  kelangkaan  air  dan  sumberdaya  

keuangan, dan  sifat sumberdaya air yang tersedia secara   terbatas   dan   mudah   

tercemar, serta semakin meningkatnya permintaan maka efisiensi ekonomi 

penggunaan air sudah harus menjadi perhatian; 

2) Keadilan. Air adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan, oleh sebab itu maka semua 

orang perlu mempunyai akses terhadap air yang mencukupi baik secara kuantitas 

maupun kualitas untuk mempertahankan kehidupannya; 

3) Keberlanjutan (sustainablility) lingkungan dan ekologi. Penggunaan sumberdaya air 

haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan kepentingan 

generasi yang akan datang terhadap air. 

Ketiga kriteria tersebut perlulah mendapat perhatian secara berimbang. Dalam kaitan 

ini maka ada beberapa elemen penting dan kerangka dan pendekatan IWRM, Yaitu: 

1) Lingkungan  yang  memungkinkan  (enabling  environment)  dalam  bentuk  kebijakan 

nasional, peraturan perundang-undangan, dan informasi tentang stakeholder 

pengelolaan sumberdaya air; 

2) Peran  kelembagaan  (institusional  roles)  pemerintah  dan  stakeholders  pada  

berbagai tingkatan; 

3) Instrumen-instrumen pengelolaan (managemen instruments) untuk pengaturan yang 

efektif (seperti regulasi pada berbagai tingkatan dari pusat sampai kedaerah), untuk 

monitoring, dan untuk penegakan aturan yang memungkinkan pengambil keputusan 

untuk membuat pilihan diantara alternatif pilihan yang tersedia. 

2. Kecenderungan dan Isu Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air di Indonesia 
 

Ada beberapa kecenderungan dan isu pokok pengelolaan terpadu sumberdaya air perlu 

menjadi perhatian dalam kaitan dengan pengelolaan yang berkelanjutan, yaitu: 

Pertama, tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air yang terbagi 

(fragmented) diantara berbagai instansi pemerintah. Masing-masingnya mempunyai prioritas 

sendiri dalam pengelolaan sumberdaya air. Isunya disini adalah membangun sebuah kerangka
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koordinasi antar instansi pemerintah dan diatas itu diantara semua pihak yang berkepentingan 
 

(stakeholders). 
 

Kedua, sebagian besar air (sekitar 85%) digunakan untuk irigasi dengan efisiensi 

pengaliran yang rendah (sekitar 40%). Disamping itu, secara ekonomi nilai air untuk 

penggunaan ini rendah. Ketika permintaan air dari sector lain semakin meningkat maka 

cenderung terjadi relokasi air dari kegiatan pertanian ke kegiatan non-pertaian. Disini timbul 

isu dan persoaolan jaminan air bagi petani yang merupakan kelompok yang lemah dalam 

masyarakat. 

Ketiga, pengelolaan sumberdaya air di Indonesia bias sisi penyediaan (supply) yang 

ditandai oleh perlakuan terhadap air sebagai sumberdaya yang ketersediaannya tidak terbatas, 

peran pemerintah yang dominan dalam penyediaan pelayanan air dengan beban biaya yang 

relative rendah (gratis sama sekali) terhadap pengguna, dan pendekatan kontruksi untuk 

menjawab  kelangkaan  supply  dan  kecenderungan  penilaian  efisiensi  dari  sudut  pandang 

teknis. Isunya adalah bagaimana merubah orientasi pengelolaan dari sisi penyediaan (suplly) 

ke sisi permintaan (demand). Prinsip Pengelolaan pada strategi sisi permintaan menekannkan 

pada  mempengaruhi  perilaku  pengguna  dalam  memakai   air  dengan  mengembangkan 

organisasi pengelolaan yang menagani kedua aspek tersebut secara bersamaan (tiodak hanay 

sisi penyediaan saja). 

Keempat, organisasi pengelolaan belum berkembang untuk menjawab tantangan yang 

ada dan jika organisasi sudah ada otonomi organisasi ini masih rendah sehingga sebagian 

besar keputusan masih dibuat secara tersentralisasi. Isu penting dalam kaitan ini adalah 

keterlibatan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan berbagai aspek pengelolaan sumberdaya air. 

Kelima, konservasi daerah tangkapan air dan isi keadilan dalm hubungan hulu dengan 

hilir. Konservasi daerah tangkapan air adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan 

sumberdaya   air   yang   berkelanjutan.   Tetapi,   perhatian   terhadp   aspek   konservasi   ini 

kelihatannya belum cukup memadai yang ditandai dengan terjadinya kekeringan dan 

kebanjiran. Disamping itu aspek keadilan distribusi manfaat dan biaya diantara masyarakat 

yang tinggal didaerah hulu yang diharapkan melakukan konservasi dan masyarakat di bagian 

hilir yang menikmati hasil kegiatan konservasi belum banyak mendapat perhatian. 

Keenam, isu peningkatan kapasitas untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya air 

yang berkelanjutan. Pengelolaan yang bersifat sektoral selama ini juga diikuti dengan 

pengembangan kapasitas yang sifatnya sektoral. Pengelolaan sumberdaya air yang 

berkelanjutan     mensyaratkan     diaplikasikannya     prinsip-prinsip     pengelolaan     terpadu
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sumberdaya air. Aplikasi prinsip-prinsip pengelolaan terpadu sumberdaya air menghendaki 

pengetahuan dn ketrampilan teknis yang berbeda sama sekali dengan pengelolaan yang 

terfragmentasi dan sektoral. Oleh sebab itu upaya peningkatan kapasitas dalam kerangka 

pengelolaan terpadu merupakan salah satu elemen pokok pengelolaan sumberdaya air yang 

berkelanjutan. 

3. Arah Pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan Sumberdaya Air di Indonesia 
 

Dalam upaya merespon isu dan tantangan pengelolaan sumberdaya air tersebut 

pemerintah Indonesia sekarang sedang melaksanakan pembaharuan kebijakan pengelolaan 

sumberdaya air. Secara garis besarnya agenda yang tercakup dalam upaya pembaharuan 

kebijaksanaan ini, yaitu: 

(1)  membentuk  wadah  nasional  sumberdaya  air  (badan  air  nasional,  atau  dengan  nama 

lainnya); 

(2) merumuskan kebijaksanaan sumberdaya air nasional; 
 

(3) menyesuaikan undang-undang dan peraturan pemerintah (termasuk peraturan daerah); 
 

(4) memperkuat sistem koordinasi kelembagaan sumberdaya air baik pada tingkat propinsi 

maupun   pada tingkat wilayah sungai; 

(5) membentuk kerangka sistem informasi dan jaringan data sumberdaya air; 

(6) menyelenggarakan korporatisasi pengelolaan wilayah sungai; 

(7) mempersiapkan kerangka kerja untuk alokasi air yang adil dan efisien, dan mekanisme 

hak guna air untuk air permukaan dan air tanah; 

(8) membentuk kerangka peraturan yang efektif dan dapat dijalankan untuk pengendalian 

pencemaran air dan pengelolaan kualitas air; 

(9) merevisi  kebijaksanaan,  kelembagaan,  dan  peraturan  untuk  meningkatkan manajemen 
 

irigasi. 
 

Beberapa tanggapan terhadap RUU Sumberdaya Air tersebut yang dibuat berdasarkan 

prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air terpadu, kecenderungan dan isu pengelolaan 

sumberdaya air di Indonesia yaitu: 

(1)  isu keterpaduan (Pasal 10 dan Pasal 59), 
 

(2)   isu kuatnya pertarungan antar sector terutama yang menyangkut air tanah (Pasal 11 dan 
 

PasaI12), 
 

(3)  isu keadilan hulu dan hilir (Bab III dan Bab V), 

(4)  isu polluters pay principle (Pasal 22, Ayat 3), 

(5)  isu izin vs. hak guna (pakai dan usaha) ( Pasal 43 danPasal 80 ), 

(6)  isu jaminan air untuk petani ( Pasal 47),
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(7)  isu kelembagaan (Iihat Pasal 62), 
 

(8)  isu privatisasi pengelolaan dan penyediaan pelayanan (Iihat Pasal 40 dan Pasal 46), 

(9)  isu pemberdayaan (Bab IX dengan pasal-pasalnya), 

(10) isu konsep one river, one plan and one coordinated management (Pasal 86, Ayat 3). 

 
 

III. Penutup 
 

Pengelolaan  sumberdaya  air  secara    terpadu  adalah  suatu  proses  yang 

mengedepankan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya terkait lainnya secara 

terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan jumlah ekonomi  dan kesejahteraan  sosial secara 

adil tanpa mengorbankan kelanjutan 

(sustainability) ekosistem yang vital. Keterpaduan antara beberapa komponen harus saling 

terkait dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu. 
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Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih perlu di 
revisi dengan UU SDA yang baru ? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non-teknis  
 

Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak 
memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali 
setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur 
secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan 
dan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu 
elemen kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa 
dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan 
kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan 
memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk 
mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna 
memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air 
merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai 
oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden Joko 
Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 
tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo 
Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan 
ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. 
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 
diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6405. 

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 
adalah: 

a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

b. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan 
menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi 
sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 



 
c. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung 

menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola 
dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras 
untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi 
guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; 

d. bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum 
dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai 
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air; 

Dasar Hukum 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 
18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Penjelasan Umum UU Sumber Daya Air 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan 
kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang 
berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 
konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan 
Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan 
terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi 
pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas 
utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya 
Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi 
masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan 
Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk 
membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan 
partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam 
mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada 
Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit 
pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang 
Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan 
mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. 
Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada 
suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan 
setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh 
dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. 



 
Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber 
Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan 
Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan 
dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip 
keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 
tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana 
induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian 
Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana 
tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang 
dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. 

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 
dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan 
untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus 
dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. 
Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan 
berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila 
dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian 
rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. 

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan 
usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 
usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang 
dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin 
untuk menguasai Sumber Daya Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan 
memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak 
meniadakan hak rakyat atas Air; (b) pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) 
kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan 
pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian lzin Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan 
ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi 
dan masih terdapat ketersediaan Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan 
kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan 
kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian 
lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu 
dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha 
yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan usaha dari pemerintah. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan 
Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku 
produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti 
perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik 



 
tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air 
untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi 
bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk 
penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota 
Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana 
prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha 
pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air. 

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima 
manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya 
pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi 
pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha. 

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak 
sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi 
untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan 
kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis. 

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan 
kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu 
dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. 
Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang 
berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai. 

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan 
dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan. 

Isu-Isu seputar UU Sumber Daya Air 

Tak dapat dipungkiri bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital bagi 
semua negara di dunia ini. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap harinya tidak 
terlepas dari peranan air. Oleh karena itu negara melihat air sebagai objek strategis yang 
perlu dikelola dengan baik. Negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku 
menjadi landasan pengelolaan air. 

Bagaimana kondisi & pengelolaan air di Indonesia, apakah bermasalah? Indonesia memang 
bisa dibilang sudah darurat air. Lho, kok bisa? Mari kita telusuri bersama. 

Indonesia adalah negara kepulauan yang dianugerahi sumber daya alam yang 
berlimpah. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2016, ketersediaan air di 
Indonesia setiap tahunnya mencapai 690 miliar meter kubik (m3). 

Jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan air orang Indonesia yang hanya 175 miliar meter 
kubik (m3). Namun kapasitas penampungan air Indonesia terus mengalami penurunan sejak 
1945-2014. 

Hingga saat ini, kapasitas reservoir air Indonesia mencapai 12,56 miliar m3 atau setara 
dengan 52,55 m3 per kapita. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan negara-negara 
kawasan Asia lainnya. 

 



 

 

Sumber : Asian Development Bank 

 

Selain kapasitas penampungan air yang terus menurun, kualitas perairan di Indonesia juga 
sangat mengkhawatirkan. Menurut studi yang sama yang dilakukan ADB, kualitas air di sungai 
& danau Indonesia bahkan tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum. 

Lebih dari setengah sampel air sungai yang dicuplik mengindikasikan tidak masuk kualitas air 
kelas II. Sebagai tambahan informasi, kualitas air golongan II dapat digunakan untuk berbagai 
aktivitas seperti rekreasi, irigasi, pembudidayaan ikan air tawar dan peternakan menurut PP 
No. 82 Tahun 2001. 

Dari 44 sungai besar di Indonesia, hanya 4 sungai yang kualitas airnya memenuhi baku mutu 
air kelas II. Hasil yang tak jauh beda juga dijumpai di air danau. Dari 15 danau terbesar di 
Indonesia yang di sampling, hampir semua menyandang status tercemar parah 
(hipereutrofikasi). 

Tercemarnya perairan di Indonesia diakibatkan oleh beberapa polutan seperti limbah cair 
domestik rumah tangga, sanitasi yang buruk, industri, pertambangan, agrikultur, perikanan, 
limbah padat hingga limbah berupa logam. 

Untuk diketahui bahwa lebih dari 110 juta orang yang tinggal di perkotaan, hanya 1% dari 
limbah cair yang berhasil dikumpulkan dan mendapatkan treatment yang sesuai, sedangkan 
limbah cair dari 130 juta rumah tangga di pedesaan bahkan tidak dikumpulkan dan ditangani 
dengan baik. 

Akibatnya pencemaran tidak hanya terjadi di sungai dan danau tetapi juga sampai ke air 
tanah. Hampir seluruh air tanah yang dangkal di kota-kota besar di Pulau Jawa telah tercemar. 

Yang juga tak kalah menyedihkan adalah 45% air tanah di Jakarta telah terkontaminasi fecal 
coliform dan 80% tercemar bakteri E.coli. Untuk diketahui bersama kedua jenis bakteri 
tersebut merupakan bakteri penyebab disentri, tifus, hepatitis dan berbagai penyakit lainnya.  

Hal tersebut sudah menjadi cukup gambaran bahwa pengelolaan SDA di Indonesia masih 
buruk. Pengelolaan SDA yang tidak baik memiliki dampak ekonomis serius bagi 
perekonomian suatu negara. Beberapa dampak negatif akibat tidak terkelolanya SDA dengan 
baik antara lain : 

 Peningkatan biaya kesehatan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air yang 
digunakan sebagai air minum, air untuk budidaya perikanan maupun peternakan 



 
 Penurunan estetika wilayah rekreasi dan pariwisata yang dapat berdampak pada 

berkurangnya pendapatan daerah maupun nasional 

 Penurunan biodiversitas yang dapat menyebabkan ekosistem terganggu, hingga 

 Berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur 
dan real estate di dekat wilayah permukaan air 

Sejauh ini, konsumsi air paling banyak masih di Pulau Jawa. Maklum saja Pulau Jawa masih 
jadi pulau terpadat di Indonesia. Di Jawa, penggunaan air selain untuk kebutuhan sehari hari 
seperti minum, memasak serta mandi, cuci & kakus (MCK), porsi air yang terbesar digunakan 
untuk pengairan atau irigasi hampir 70%. Sementara 9% diserap untuk kebutuhan domestik, 
perkotaan serta perindustrian. 

Jadi bayangkan saja jika jumlah air dengan kondisi layak yang kita butuhkan terus menurun 
dan tercemar, tentu dampaknya sistemik dan lagi-lagi akan berdampak negatif ke 
perekonomian. 

Di tahun-tahun mendatang, permintaan air di Indonesia akan semakin meningkat seiring 
dengan bertambahnya jumlah populasi, laju urbanisasi yang tinggi serta permintaan untuk 
sektor industri serta energi. 

Karena adanya urbanisasi, maka pertumbuhan populasi akan terkonsentrasi di daerah 
perkotaan sehingga permintaan air di daerah perkotaan akan naik sementara permintaan di 
pedesaan menurun. Permintaan air di wilayah perkotaan diprediksi naik dari 205 m3/s pada 
2015 menjadi 283 m3/s pada 2030. Sementara itu, permintaan air di pedesaan turun dari 100 
m3/s menjadi 86 m3/s. 

 

Sumber : Asian Development Bank 

 
Struktur ekonomi Indonesia juga telah berubah, dari yang ditopang oleh sektor pertanian mulai 
bergeser ke manufaktur dan jasa. Pergeseran ini juga mengakibatkan peningkatan 
permintaan air untuk sektor industri. ADB memperkirakan jumlah permintaan air di tahun 2030 



 
dua kali lipat dari 2013. Pada tahun 2020 permintaan air untuk industri berkisar di 20,1 m3/s 
dan pada 2030 naik jadi 28,7 m3/s. 

 

Sumber : Asian Development Bank 

 
Air yang memiliki energi potensial dan kinetik secara fisika adalah kandidat kuatnya, sehingga 
permintaan air dan proporsi air untuk sektor energi dan pembangkit listrik akan terus 
meningkat. ADB memperkirakan permintaan air untuk pembangkit listrik akan meningkat 
hampir 88% di tahun 2030 dibanding tahun 2020. 

 

Sumber : Asian Development Bank 

Dengan melihat kenyataan tersebut artinya praktik pengelolaan air di Indonesia hingga saat 
ini bisa dibilang belum sustainable. Peningkatan permintaan air yang semakin tinggi ke 
depannya artinya membutuhkan tidak hanya jumlah air yang mencukupi tapi juga kualitas air 
karena untuk tiap kebutuhan pastinya akan berbeda-beda jenis, kualitas serta kuantitas air 
yang dibutuhkan. 

Hingga saat ini praktik pengelolaan air di Indonesia yang belum berkelanjutan menyebabkan 
Indonesia terpapar risiko yang cukup besar di masa yang akan datang akibat adanya isu 
pemanasan global serta perubahan iklim yang jadi biang kerok langkanya pasokan air global. 



 
Menurut studi yang dilakukan oleh World Resource Institute (WRI), menyatakan bahwa 
Indonesia termasuk negara yang berisiko menengah ke tinggi akibat adanya krisis air. 
Sementara banyak negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Qatar, Lebanon, 
Libya, Kuwait & Arab Saudi menjadi negara yang paling berisiko akibat berkurangnya pasokan 
air. 

Jadi kalau Indonesia masih mengalami penurunan kapasitas penampungan air serta 
degradasi kualitas air bisa dipastikan risiko Indonesia mengalami krisis air akan menjadi 
semakin tinggi dan bukan tidak mungkin air akan jadi barang yang langka dan harganya 
sangat mahal. 

Dengan adanya pengesahan UU SDA diharapkan jadi momentum agar Indonesia bisa lebih 
baik dalam mengelola salah satu aset paling berharganya. Ini bukan cuma masalah 
pemerintahnya saja, pelaku industri atau masyarakat. 

Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mengubah pola pikir dalam melihat air sebagai 
komoditas yang murah menjadi objek vital dan strategis  yang perlu dikelola dengan baik agar 
memberikan dampak optimal bagi perekonomian yang berkelanjutan. 
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Soal : 

Bagaimana tanggapan saudara tentang pengembangan Sumber Daya Air Terpadu dikaitkan 

dengan Undang-undang No.17 tahun 2019. 

 

Jawab : 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ditetapkan untuk 

menggantikan undang-undang sebelumnya (UU No. 7 th. 2004) yang dtelah dibatalkan oleh 

MK pada tahun 2005. Merujuk pada hal tersebut diatas sudah sangat tepatlah kehadiran 

Negara dengan segenap sumber dayanya menetapkan seluruh pengelolaan dalam rangka 

penggunaan sekaligus pengembangan sumber daya air secara terpadu yang merupakan hal 

penting dalam siklus pengelolaan air yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai 

dengan amanat UUD 1945 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu negara harus menjamin hak rakyat atas air 

guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih 

dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya serta 

terjangkau. 

 

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan 

kebutuhan air pada sisi lainnya, akan menimbulkan persaingan antar pengguna yang 

berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air tersebut. Kondisi tersebut berpotensi besar 

akan menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang 

terkait dengan sumber daya air itu sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya pengaturan yang 

dapat memberikan perlindugan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air 

untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem 

irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola 

Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 

atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan 

Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama 

lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong 

prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di 



wilayahnya. Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan 

kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis 

kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik 

daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat 

dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah 

administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan 

kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata 

dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air 

dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. Berdasarkan 

hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya Air 

oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan 

pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya 

Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu 

wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan 

antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun 

secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana 

induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian 

Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana 

tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang 

dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. Pada dasarnya 

penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian 

rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan 

usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan 

kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan 

berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan 

Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan 

izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan 

cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar 

sistem irigasi yang sudah ada. Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan 

Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan 

Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin 

merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak 

bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. 



Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali 

tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan 

koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk 

merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.   

Pengelolaan sumberdaya air memiliki kompleksitas tersendiri, yang disebabkan oleh 

faktor-faktor yang ada saling memengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh faktor kebijakan 

yang diambil oleh Pemerintah untuk meningkatkan faktor pendapatan melalui sektor industri 

dan perdagangan, akan berdampak pada meningkatnya beban polutan dari limbah industri. 

Kebijakan tersebut telah dilengkapi dengan produk-produk hukum guna menangkis dampak 

negatif yang akan timbul. Faktor pendidikan akan berkaitan erat dengan faktor tingkat sosial 

ekonomi masyarakat dan keduanya bersama-sama dapat memengaruhi keberadaan 

sumberdaya air. Pendidikan akan memengaruhi pola pikir masyarakat dalam meningkatkan 

kesadaran lingkungan. Sementara faktor sosial ekonomi masyarakat disinyalir berkaitan erat 

dengan penyediaan sarana sanitasi. 

Demikian tugas UTS ini dibuat atas bimbingan yang diberikan, dari hati yang paling 

tulus diucapkan ribuan terima kasih. 
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Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih perlu di revisi dengan 

UU SDA yang baru ? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non-teknis 

Pembahasan : 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum 

dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu elemen 

kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam 

menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang 

semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan 

hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, 

dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya 

air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh 

negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden Joko Widodo pada 

tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 

di Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6405. 
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Latar Belakang 

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah: 

 bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa 

bagi seluruh bangsa Indonesia; 

 bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai 

hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar 

kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan 

kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan 

fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan 

keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; 

 bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 

setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh 

mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat sehingga perlu diganti; 

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

 

Dasar Hukum 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 

18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Penjelasan Umum UU Sumber Daya Air 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan 

Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada 

menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan 

antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, 

diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air 

untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang 

sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas 

untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, 

Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah 

desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya 

Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di 

wilayahnya. Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam 

mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola 

Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau 

badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan 

mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air 

mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga 

menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut 

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah 

sungai. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya 

Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada 

keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun 

sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola 

Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola 

Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. 
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Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan 

Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber 

Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara 

terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program 

Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang 

terkait. Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan 

pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. 

Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 

dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang 

memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan 

Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi 

pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan 

bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk 

pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Semua jenis dan bentuk penggunaan dan 

pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan 

Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan 

volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak 

merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan 

prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) 

pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak 

asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama 

penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian lzin Penggunaan Sumber Daya Air 

untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah 

prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat 

ketersediaan Air. 

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak 

sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk 

mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan 

Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis. 
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Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan 

Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan 

kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai 

perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai. 

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan 

Pengelolaan Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan 

penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan. 



Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 
tentang Sumber Daya Air 

Ardinal Saputra, ST 
Pengelolaan SDA Terpadu 

Dosen : Dr. Ir. Achmad Syarifudin, MSCE 



LATAR BELAKANG 
Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah: 

 

a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa 
Indonesia; 

b. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang 
banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang 
semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi 
secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi 
kebutuhan rakyat atas air; 

d. bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan 
belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan 
kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

Ardinal Saputra 

1 



DASAR HUKUM 
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 
Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ardinal Saputra 

2 



PENJELASAN UMUM UU SUMBER DAYA AIR 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan 
Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada 
menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan 
antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, 
diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, 
penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam 
sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Ardinal Saputra 

3 



KESIMPULAN 
Pengaturan UU No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bertujuan: 

memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; 

menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; 

menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; 

menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan 
Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; 

menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; 
dan 

mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. 



Nama   : Asep Nugraha 

NIM   : 192710025 

Mata Kuliah : Pengelolaan SDA Terpadu (MTS271314) 

 

 

Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih perlu di 

revisi dengan UU SDA yang baru ? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non-teknis 

Pembahasan : 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak 

memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali 

setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur 

secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu 

elemen kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan 

bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung 

menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan 

memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk 

mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna 

memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air 

merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai 

oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden Joko 

Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo 

Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan 

ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. 



Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6405. 

 

Latar Belakang 

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

adalah: 

 bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

 bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan 

menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi 

sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung 

menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola 

dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras 

untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi 

guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; 

 bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum 

dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; 

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

Dasar Hukum 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 

18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 



Penjelasan Umum UU Sumber Daya Air 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan 

kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang 

berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 

konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan 

Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan 

terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi 

pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas 

utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya 

Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi 

masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan 

Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk 

membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan 

partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. Sebagian, 

tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber 

Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber 

Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah 

atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya 

Air. 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat 

dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah 

administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan 

kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam 

setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air 

dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. Berdasarkan hal 

tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya Air oleh 

Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada 

keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, 

perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah 

sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara 



Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara 

terkoordinasi antarinstansi yang terkait. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana 

induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian 

Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana 

tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang 

dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. Pada dasarnya 

penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian 

rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan 

usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan 

kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan 

berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan 

Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan 

izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan 

cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar 

sistem irigasi yang sudah ada. Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan 

Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan 

Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin 

merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak 

bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan 

memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak 

meniadakan hak rakyat atas Air; (b) pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) 

kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan 

pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber 

Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian lzin Penggunaan Sumber Daya 

Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan 

ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi 

dan masih terdapat ketersediaan Air. 



Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali 

tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan 

koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk 

merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis. 

 

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan 

kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu 

dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. 

Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang 

berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai. Untuk menjamin terselenggaranya 

kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya 

Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan penyidik pegawai 

negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan. 



Nama : Hendra Oktariza, ST 

NIM : 192710010 

Angkatan/Kelas : 3 / Regular A 

Mata Kuliah/Kode : Pengelolan Sumber Daya Terpadu 

Tugas :  Ujian Tengah Semester 

Dosen  : Prof. Dr. Achmad Syarifudin. 

So'al UTS  

Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih perlu di revisi dengan UU SDA yang 

baru ? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non-teknis 

Jawab : 

Sebelumnya akan coba saya jelaskan terlebih dahulu Undang-Undang Sumber Daya Air yang dimaksud yaitu Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). 

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat 

banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu 

elemen kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi 

ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber 

daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk 

mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat 

atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup 

orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 

2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh 

Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya 

Air diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah : bahwa air merupakan 

kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang 

banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang 

semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi 



secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi 

kebutuhan rakyat atas air; 

bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak 

kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk 

Undang-Undang tentang Sumber Daya Air; 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 

21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Penjelasan Umum UU Sumber Daya Air 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain 

menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi 

tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait 

dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air 

untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan 

prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas 

dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok 

minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan 

Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu 

pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang 

meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana 

teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang 

Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang 

lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat 

hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap 

waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke 

hilir dengan basis Wilayah sungai. 

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya Air oleh Pemerintah 

Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk 

mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku 

kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan 

antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi 

antarinstansi yang terkait. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber 



Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana 

tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam 

rencana kegiatan setiap instansi yang terkait. 

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat 

dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber 

Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan 

untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin 

penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi 

pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha 

apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem 

irigasi yang sudah ada. 

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan 

berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin 

merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak 

merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak 

mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) pelindungan negara terhadap hak 

rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian 

oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan 

kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian lzin 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan 

ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat 

ketersediaan Air. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi 

kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air 

dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat 

diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan 

berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan 

Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah. 

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan 

usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan 

suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, 

olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (water 

cooling system) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan 

usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air 

yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, 

misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air. 

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber 

Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu 

tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk 

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha. 



Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan 

potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan 

antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis. 

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan 

Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang 

menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga 

permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai. 

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan Pengelolaan 

Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang 

diberi wewenang penyidikan. 

Kesimpulan dari pembahasan uraian tersebut diatas bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air yang ada sudah cukup 

baik tinggal dikeluarkan peraturan turunannya untuk lebih spesifik dalam menganalisa kebutuhan, pengelolaan dan 

penggunaan sumber antar wilah atau daerah seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Daerah. 
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U T S 

 

 

Pertanyaan : 

 Pengelolaan SDA secara terpadu menurut UU SDA sudah cukup baik atau masih 

perlu di revisi dengan UU SDA yang baru? 

Jelaskan dan jabarkan secara teknis dan non teknis ! 

 

Jawab : 

 Pengelolaan SDA masih perlu revisi dengan dibuatnya UU yang baru. 

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya 

peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna 

Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut 

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai 

pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang 

dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan 

Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam 

sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air 

lainnya. 

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan 

mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok 

minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga 

memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau 

yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya. 

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan 

kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis 



kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha 

milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber 

kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang 

lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti 

siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah 

sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap 

wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh 

dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. 

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah 

Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai 

keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi 

para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan 

Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola 

Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang 

terkait. 

 

Penjelasan : 

Secara teknis bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya 

Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat 

banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai 

pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu elemen kehidupan 

dasar bersama dengan udara, api dan tanah. 

 

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu 

dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara 

selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan 

antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari 



sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang 

banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran 

rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2019 tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. 

Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan Atas Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan 

pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) dan dinyatakan tidak berlaku. 

  

Secara non teknik bahwa adanya pertimbangan-pertimbangan dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah: 

a. Bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia; 

b. Bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting 

dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk 

dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air 

perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi 

secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, 

antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air; 

d. Bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan 

dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya 

air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu 

diganti; 
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e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. 

 

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

adalah Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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